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YOGYA(KR)-Banyak pengu-
saha memiliki hubungan kerja
vang baik dengan karyawan-
nya tetapi untuk orang lain me-
rupakan sumber konflik dan
frustrasi yang dapat terlalu mu-
dah menjadi sengketa lang-
sung. Demikian dikatakan oleh
Drs. Maryustion Tonang, MM.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kota
Yogyakarta, Dalam dunia yang
ideal pengusaha akan mampu
menjaga hubungan industrial
yang harmonis melalui perun-
dingan bersama yang efektif.

Namun, jika hal ini gagal,
senjata yang paling ampuh ada-
lah komunikasi. Jadi bagaima-
na pengusaha harus bereaksi
jika mereka menemukan diri
mereka diancam dengan aksi
industrial, yvang kemungkinan
akan menjadi mahal, baik seca-
ra finansial maupun dari segi
reputasi bisnis?

Ada banyak aksi industri
yvang bisa dilakukan oleh kar-
vawan, aksi industri meliputi
pemogokan, bekerja untuk me-
merintah, larangan lembur dan
kinerja pekerja menjadi lam-
bat. Karyawan yang berpar-
tisipasi dalam aksi industri bi-
asanya akan melanggar kon-
trak kerja mereka.

Dalam mendukung aksi in-
dustri, serikat akan mendorong
karyawan untuk pelanggaran
kontrak kerja mereka, yvang me-
nimbulkan kewajiban menya-
kitkan bagi serikat. Namun, se-
rikat pekerja akan memiliki ke-
kebalan terhadap klaim untuk
kerusakan oleh majikan asal-
kan aksi industri yang dilaku-
kan sesuaidengan hukum.

Hubungan industrial yang
harmonis, sistem hubungan an-
tara para pihak dalam proses
produksi baik oleh pengusaha,
karvawan, dan pemerintah, me-
rupakan salah satu faktor pen-
ting untuk meningkatkan kon-
disi kerja, kualitas, produkti-
vitas, dan daya saing.

Sedangkan untuk karya-
wan, hal ini merupakan syarat
penting untuk meningkatkan
kontribusi mereka dalam pro-
ses produksi dan mencapai kua-

litas kehidupan kerja yang le-
bih baik. Hanya dalam hubu-
ngan industrial yang harmonis
dan damai, pengusaha dan kar-
yvawan mereka dapat bekerja
sama dalam kemitraan, fokus
pada mempertahankan loya-
litas pelanggan, memaksimal-
kan nilai tambah dan memper-
tahankan dayva saing perusa-
haan mereka di pasar global.

Meskipun kompleksitas, ba-
gaimana harmonis dan damai
perusahaan dapat mengem-
bangkan kemampuan mereka
untuk memahami, mengem-
bangkan dan menerapkan ren-
cana pengelolaan hubungan in-
dustrial yang harmonis, yang
menjamin bahwa setiap masa-
lah hubungan industrial dan ri-
siko diidentifi-kasi dengan
baik, dinilai, dan dikelola.

Unsur-unsur di atas sangat
penting dan vital. Tidak ada-
nya salah satu dari mereka
akan berpotensi mengakibat-
kan risiko industri: kerusuhan
buruh, perselisihan, atau kon-
flik. Untuk meningkatkan ki-
nerja organisasi dan produk-
tivitas perusahaan, manaje-
men harus menunjukkan ko-
mitmen mereka untuk mening-
katkan kinerja manajemen hu-
bungan industrial mereka di ke-
dua perusahaan baik perusaha-
an dan proyek tingkat dengan
mengembangkan rencana pe-
ngelolaan hubungan industrial
dan menempatkan elemen di
atas dalam praktek.

Berikut adalah beberapa
langkah yang bisa digunakan
perusahaan untuk membangun
hubungan industrial yang baik:

Masalah vang sering terjadi

dalam hubungan industrial ada-

lah dalam persepsi manajemen,
serikat pekerja dan para pe-
kerja.

Konflik antara pekerja dan
manajemen terjadi karena seti-
ap kelompok negatif merasa-
kan perilaku lainnya yaitu bah-
kan niat jujur dari pihak lain
sehingga memandang dengan
curiga. Masalahnya diperparah

oleh berbagai faktor seperti pen-

dapatan, tingkat pendidikan,
komunikasi, nilai-nilai, keper-
cayaan, adat istiadat, tujuan
orang dan kelompok, prestise,
kekuasaan, status, pengakuan,
keamanan dalainnya.

Hal ini juga dipengaruhi oleh
faktor ekonomi dan non-eko
nomi yang mempengaruhi per-
sepsi serikat pekerja dan mana-
jemen terhadap satu sama lain.
Perdamaian semua anggota da-
lam industri adalah hasil ter-
utama dari sikap vang tepat dan
persepsi kedua belah pihak.
Perusahaan seharusnya juga
bisa memahami bagaimana
keinginan pekerja di dalam
industri agar tercinta suasana
kerja yang lebih baik.

Sumber daya manusia sa-
ngat penting dalam perusaha-
an, mereka ingin kebebasan
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Pada dasarnya, Undang-
Undang Ketenagakerjaan sen-
diri merupakan aturan baku
untuk kedua belah pihak, baik
pengusaha maupun karyawan,
vang diterbitkan agar proses
bisnis yang melibatkan kedua-
nya berjalan seimbang. Tentu,
dalam prakteknya, regulasi ba-
ku ini wajib jadi panduan uta-
ma terkait hak dan kewajiban
masing-masing pihak. Undang-
Undang ketenagakerjaan sen-
diri juga mengalami berbagai
perubahan dan revisi sesuai
dengan evaluasi yang terjadi di
lapangan.

Seperti yang disebutkan
sebelumnya bahwa regulasi ini
mengatur hak dan kewajiban
masing-masing pihak, pada
artikel ini akan sedikit dibahas
mengenai hak kedua belah pi-
hak. Tentu, sebagai pemilik pe-
rusahaan atau bagian HR yang

berurusan langsung dengan
karvawan Anda perlu memaha-
mi dan mencermati regulasiini.
Selain sebagai pengetahuan da-
sar dalam berbisnis, regulasi
ini juga penting untuk men-
cegah terjadinya hal-hal yang
tidak diinginkan.

Hak Karyawan Perusa-
haan dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan
Secara singkat, perusahaan
memiliki hak yang tercantum
dalam uraian Undang-Undang
Ketenagakerjaan, yakni dalam
UU Nomor 13 Tahun 2003 Ten-
tang Ketenagakerjaan. Hak-
hak tersebut antara lain adalah
sebagai berikut.

1. Perusahaan berhak atas ha-
sil dari pekerjaan karya-
wan.

2. Perusahaan berhak untuk
memerintah/mengatur kar-

Sosialisasi Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial

berbicara, pemikiran ekspresi,
gerakan dan lain-lain. Ketika
pimpinan memperlakukan me-
reka sebagail benda mati, me-
ngganggu pada harapan mere-
ka, maka konflik dan ketega-
ngan timbul.

Bahkan masalah utama da-
lam hubungan industrial tim-
bul dari ketegangan yvang ter-
cipta karena tekanan majikan
dan reaksi protes dan perlawa-
nan terhadap tekanan ini me-
lalui mekanisme perlindungan
dalam bentuk organisasi pe-
kerja, asosiasi dan serikat bu-
ruh. Ketegangan tersebut se-
cara bertahap meluas ke se-
luruh industri dan kadang-
kadang mempengaruhi seluruh
perekonomian negara.

Oleh karena itu diharapkan
manajemen harus menyadari
bahwa upaya yang dilakukan
untuk melakukan penertiban
tersebut yang pertama adalah
menjalin hubungan baik de-
ngan bawahannya, dalam hal
ini adalah pekerja.

Dalam menyelesaikan kon-
flik, pemahaman tentang peri-
laku manusia baik individu dan
kelompok adalah prasyarat ba-
i pengusaha, pemimpin seri-
kat dan pemerintah, lebih lagi
untuk manajemen. Konflik ti-
dak bisa diselesaikan kecuali
manajemen harus belajar dan
tahu apa dasar apa kebutuhan
dasar manusia dan bagaimana
mereka dapat termotivasi un-
tuk bekerja secara efektif. De-
ngan komunikasi yang baik da-

riatasan dan bawahan maka sa-

ngat sedikit kemungkinan ter-
jadi konflik tersebut.

Beri fasilitas terbaik pada
karyawan, Hubuangan indus-
trial yang baik juga bisa ter-
cipta dari fasilitas yang baik un-
tuk karyawanya.

Industri adalah dunia sosial
dalam miniatur dan tujuan ma-
najemen, sikap pekerja, per-
sepsi perubahan dalam indus-
tri, semua, pada gilirannya,
ditentukan oleh faktor-faktor
sosial vang luas seperti budaya
lembaga, adat istiadat, peru-
bahan struktural, status-sim
bol, rasionalitas, penerimaan
atau resistensi terhadap peru-
bahan, toleransidan lainnya.

Melalui fungsi utama dari
suatu industri seperti ekonomi,
konsekuensi sosial yang juga
penting seperti urbanisasi, mo-
bilitas sosial, perumahan dan
masalah transportasi di daerah
industri, disintegrasi struktur
keluarga, stres dan ketega-
ngan.

Sebagai industri berkem-
bang, pimpinan harus menye-
diakan fasilitas terbaik bagi ba-
wahannya. Dengan kata lain,
penuhi gaji yang seharusnya
didapatkan oleh karyawan, ber-
sikap transparan terhadap se-
mua yvang dilakukan atasan ke-
padabawahan.

Hal sekecil apapun yang

yawan atau tenaga kerja de-
ngan tujuan mencapai tar-
get.

3. Perusahaan berhak mela-
kukan pemutusan hubu-
ngan kerja terhadap peker-
ja/buruh/karyawan jika me-
langgar ketentuan yang te-
lah disepakati sebelumnya.

Tiga hal di atas adalah sedikit
kutipan mengenai hak yang di-
miliki perusahaan atau pengu-
saha. Jelas, setiap poinnya me-
miliki penjabaran yang rinci ji-
ka dilihat pada regulasi baku
vang tertulis.

Hak Karyawan Lainnya
Di sisi lain, karyawan atau
pekerja juga memiliki hak yang
dicantumkan dalam regulasi
tersebut. Menurut Undang-Un
dang Ketenagakerjaan, karya-
wan setidaknya memiliki bebe-
rapa hak berikut ini.
1. Menjadi Anggota Serikat
Tenaga Kerja
Dalam regulasi disebutkan
bahwa setiap karyawan berhak
menjadi anggota atau memben-
tuk serikat tenaga kerja. Setiap
karvawan diperbolehkan untuk
mengembangkan potensi kerja
sesuai dengan minat dan bakat.
Karyawan juga mendapatkan
jaminan dari perusahaan da-
lam hal keselamatan, keseha-

tan, moral, kesusilaan serta per-

lakuan yang sesuai dengan har-
kat dan martabat berdasarkan
norma serta nilai keagamaan
dan kemanusiaan.

Hak ini tercantum dalam
UU Nomor 13 tahun 2003 Pasal
104, terkait serikat pekerja dan
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disembunyikan dan merugikan
karyawan, hal ini bisa menjadi
masalah di kemudian hari.
Hubungan industrial yang baik
akan membawa manfaat bagi
perusahaan dan karyawan.
Tentunya konflik akan mudah
dicegah bila fasilitas yang baik
diberikan kepada karyawan.

Peran dan Fungsi Pemerin-
tah dalam Hubungan Indus-
trial Hubungan industrial ada-
lah suatu sistem hubungan
yang terbentuk antara para pe-
laku dalam proses produksi ba-
rang danfjasa yang terdiri dari
unsur pengusaha, pekerja/
buruh dan pemerintah.

Dari definisi hubungan in-
dustrial tampaknya ada tiga pi-
hak, yakni pekerja/buruh, pe-
ngusaha, pemerintah, ini me-
nunjukkan adanya pemerintah
campur tangan dalam hubu-
ngan pekerja dan pengusaha.

Negara dalam hal ini diwa-
kili oleh pemerintah sebagai
alat dari masyarakat vang
mempunyai kekuasaan untuk
mengatur hubungan antara
manusia di masyarakat.

Negara berwenang untuk
menjaga keselarasan dan kese-
imbangan antar hak asasi dan
kewajiban asasi.

Peranan pemerintah dalam
hal penyelesaian perselisihan
hubungan industrial dapat dili-
hat pada Pasal 4 ayat (3) Un-
dang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Per-
selisihan Hubungan Industrial
(PPHI); setelah menerima pen-
catatan dari salah satu atau pa-
ra pihak, instansi yang ber-
tanggungjawab di bidang ke-
tenagakerjaan setempat wajib
menawarkan kepada para pi-
hak menyetujui memilih penye-
lesaian melalui konsiliasi, atau
melalui arbitrase.

Pasal 4 ayat (4) Undang-
Undang No. 2 Tahun 2004 ten-
tang PPHI dalam hal para pi-
hak tidak menetapkan pilihan
penyelesaian melalui konsiliasi
ataupun arbitrase dalam wak-
tu 7 (tujuh) hari kerja, maka ins-
tansi yang bertanggungjawab
di bidang ketenagakerjaan me-
limpahkan penyelesaian perse-
listhan kepada mediator. Pro-
sedur dan upaya hukum dalam
penyelesaian hubungan indus-
trial dapat dilakukan dengan
dua eara, vaitu acara pemerik-
saan di pengadilan hubungan
industrial dan dengan upaya
hukum.

Peranan pemerintah, dalam
hal ini Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) mewajibkan penye-
lesaian perselisihan hubungan
industrial melalui mediasi. Da-
lam hal pekerja dan pengusaha
melakukan hubungan kerja me-
lalui pembuatan suatu perjan-
jian kerja.Perselisihan hubu-
ngan industrial adalah tentang
penyelesaian perselisihan da-
lam hubungan industrial yaitu
pertentangan antara majikan
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atau perkumpulan majikan de-
ngan serikat pekerja atau gabu-
ngan serikat pekerja, berhu-
bung dengan tidak adanya per-
sesuaian paham mengenai hu-
bungan kerja, syarat-syarat ker-
jadanatau keadaan pekerja.

Pasal 1338 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata mene-
gaskan bahwa semua perse-
tujuan yvang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yvang membuat-
nya. Peranan pemerintah juga
dalam rangka mewujudkan
peran aktif dalam memberikan
perlindungan hukum. Secara
garis besar ada tiga macam
perbuatan pemerintah, yaitu
perbuatan pemerintah dalam
pembuatan peraturan perun-
dang-undangan (regeling), per-
buatan pemerintah dalam pe-
nertiban ketetapan (bescking)
dan perbuatan pemerintah da-
lam bidang keperdataan (mate-
riele daad), dua bidang yang
pertama kali dalam bidang pub-
lik, sedangkan yang terakhir
khusus dalam bidang perdata.

Pasal 2 UU PPHI mengatur
empat jenis perselisihan hubu-
ngan industrial, yaitu perseli-
sihan hak, perselisihan kepen-
tingan, perselisihan pemutu-
san hubungan kerja, dan perse-
lisihan antar serikat pekerja/
serikat buruh hanya dalam sa-
tu perusahaan. Lalu apa perbe-
daan dari keempat jenis pese-
lisihan kerja tersebut?

4 Perselisihan yang sering

terjadi dalam hubungan

industrial

1. Perselisihan Hak

2. Perselisihan Kepentingan

3. Persclisihan Pemutusan
Hubungan Kerja

4. Perselisihan Antar Serikat

1. Perselisihan hak ialah per-
selisihan yang timbul karena ti-
dak dipenuhinya hak, akibat
adanya perbedaan pelaksana-
an atau penafsiran terhadap
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan, perjanjian ker-
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UU Nomor 21 tahun 2000 me-

ngenai serikat pekerja.

2. Jaminan sosial dan Kesela-
matan Kesehatan Kerja (K3)
Karyawan juga berhak men-

dapatkan jaminan sosial yang

berisi tentang kecelakaan ker-
ja, kematian, hari tua hingga
pemeliharaan kesehatan, Seka-
rang ini, implementasi hak kar-
yvawan bidang jaminan sosial
dan K3 adalah berupa BPJS.
Anda sebagai pemilik perusah-
aan atau pemberi kerja wajib
mendaftarkan setiap karyvawan
sebagai anggota BPJS dalam
rangka pemenuhan hak ini.
Hak karyawan yang satu
ini tercantum dalam Undang-

Undang Ketenagakerjaan No-

mor 13 tahun 2003, UU Nomor

03 tahun 1992, UU Nomor 01

tahun 1970, Ketetapan Pre-

siden Nomor 22 tahun 2993, Pe-

raturan Pemerintah Nomor 14

tahun 1993 dan Peraturan Men-

teri Nomor 4 tahun 1993 dan No-

mor 1 tahun 2998,

3. Menerima Upah yang Layak

Tercantum dalam Permen

Nomor 1 tahun 1999 Pasal 1 Ayat

1, UU Nomor 13 tahun 2003, PP

tahun 1981, Peraturan Menteri

Nomor 01 tahun 1999 dan pa-

ling baru adalah Permenaker

Nomor 1 tahun 2017,

4. Membuat Perjanjian Kerja

atau PKB
Hak karyawan atau pekerja
ini tercantum dalam Undang-

Undang Ketenagakerjaan No-

mor 13 tahun 2003 dan juga Un-

dang-Undang Nomor 21 tahun

2000, Karyawan yang telah ter-

gabung dalam serikat pekerja
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ja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama. Hak
vang dimaksud dalam perseli-
sihan ini adalah hak normatif,
vang sudah ditetapkan dalam
perjanjian kerja, peraturan pe-
rusahaan, perjanjian kerja ber-
sama atau peraturan perun-
dang-undangan. Perselisihan
ini dapat terjadi ketika misal-
nya pekerja menolak gaji yang
diberikan oleh perusahaan ka-
rena masing-masing pihak
mempunyai definisi atas gaji
vang berbeda dari perjanjian
kerja yang telah dibuat.

2. Perselisihan kepentingan
Adalah perselisihan yvang tim-
bul dalam hubungan kerja ka-
rena tidak adanva kesesuaian
pendapat mengenai pembua-
tan, dan/atau perubahan sya-
rat-syarat kerja yang ditetap-
kan dalam perjanjian kerja,
atau peraturan perusahaan,
atau perjanjian kerja bersama.
Misalnya adalah jika perusa-
haan mengubah isi dari per-
janjian kerja tanpa adanya ke-
sepakatan dari karvawan.

3. Perselisihan pemutusan

hubungan kerja Perselisihan pe-

mutusan hubungan kerja ada-
lah perselisihan yang timbul
karena tidak adanya kesesuai-
an pendapat mengenai pengak-
hiran hubungan kerja yang di-
lakukan oleh salah satu pihak.
Kasus yang sering terjadi ada-
lah ketika perusahaan memu-
tuskan hubungan kerja secara
sepihak dengan pekerjanya dan
pekerja tersebut tidak setuju
dengan keputusan perusahaan
tersebut.

4. Perselisihan antar serikat
pekerja dalam satu perusahaan
Perselisihan antar serikat pe-
kerja dalam satu perusahaan
adalah perselisihan antar seri-
kat pekerja dalam satu peru-
sahaan karena tidak adanya
persesuaian paham mengenai
keanggotaan pelaksanaan hak,
dan kewajiban keserikat peker-
jaan.

Untuk menyelesaian perse-
lisihan di atas, terdapat bebera-
pa cara yang dapat digunakan
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memiliki hak untuk membuat

Perjanjian Kerja yang dilaksa-

nakan berdasarkan proses mus-

vawarah.

5. Hak Atas Perlindungan Ke-
putusan PHK Tidak Adil
Hak ini tercantum dalam Su-

rat Edaran Menteri Tenaga Ker-
ja Nomor SE 907/Men.PHI-
PPHI/X/2004. Setiap karyawan
berhak mendapat perlindung-
an dan bantuan dari Pemerin-
tah melalui DInas Tenaga Ker-
ja bilamana mengalami PHK
secara tidak adil.

6. Hak Karyawan Perempuan
seperti Libur PMS atau
Cuti Hamil
Secara umum hak ini ter-

cantum dalam UU Nomor 13 ta-

hun 2003 Pasal 76 Ayat 2 yang
menyatakan bahwa perusaha-
an atau pengusaha dilarang
mempekerjakan perempuan ha-

mil yang bisa berbahaya bagi
kandungannya dan dirinya
sendiri.

Selain poin tersebut, pada
Pasal 82 Ayat 2 UU Nomor 13
tahun 2003 juga menyebutkan
perihal hak ecuti keguguran.
Selanjutnya pada UU Nomor 3
tahun 1992 mengatur tentang
hak biaya persalinan yang bisa
didapat oleh karyawan. Pada
Pasal 83 UU Nomor 13 tahun
2003 juga masih membicara-
kan mengenai hak karyvawan
perempuan yakni terkait hak
menyusui. Terakhir adalah hak
cuti menstruasi yang diatur
dalam Pasal 81 UU Nomor 13
tahun 2003.

7. Pembatasan Waktu Kerja,
Istirahat, Cuti dan Libur
Dalam UU Ketenagaker-

jaan Nomor 13 tahun 2003 Pa-

sal 79, hak ini dicantumkan se-

vaitu:

1. Perundingan Bipartit. Pe-
rundingan bipartit adalah pe-
rundingan antara pekerja/ bu-
ruh atau serikat pekerja/ seri-
kat buruh dengan pengusaha
untuk menyelesaikan perselisi-
han hubungan industrial. Se-
mua jenis perselisithan hubu-
ngan industrial wajib terlebih
dahulu diupayakan penye-
lesalannya melalui perunding-
an bipartit secara musyawarah
untuk mencapai mufakat.

2. Mediasi. Mediasi adalah
lembaga penyelesaian perseli-
sihan hak, perselisihan kepen-
tingan, perselisihan pemutu-
san hubungan kerja, dan perse-
lisihan antar serikat pekerja/ se-
rikat buruh hanya dalam satu
perusahaan melalui musya-
warah yang ditengahi oleh se-
orang atau lebih mediator yang
netral.

3. Konsiliasi. Konsiliasi ada-
lah penyelesaian perselisihan
kepentingan, perseligsihan pe-
mutusan hubungan kerja atau
perselisihan antar serikat pe-
kerja/serikat buruh hanyva da-
lam satu perusahaan melalui
musyawarah yang ditengahi
oleh seorang atau lebih konsi-
liator yang netral.

4. Arbitrase. Arbitrase ada-
lah penyelesaian suatu per-
selisihan kepentingan, dan per-
selisihan antar serikat pekerja/
serikat buruh hanya dalam sa-
tu perusahaan, di luar Penga-
dilan Hubungan Industrial me-
lalui kesepakatan tertulis dari
para pihak vang berselisih un-
tuk menyerahkan penyelesaian
perselisihan kepada arbiter
vang putusannya mengikat pa-
ra pihak dan bersifat final.

5. Pengadilan Hubungan In-
dustrial. Pengadilan Hubung-
an Industrial (PHI) adalah pe-
ngadilan khusus yang dibentuk
di lingkungan pengadilan ne-
geri yang berwenang memerik-
sa, mengadili dan memberi pu-
tusan terhadap perselisihan
hubungan industrial. (#)

cara jelas. Perusahaan wajib
memberi waktu istirahat dan
cuti pada setiap karyawan. Se-
cara jelas misalnya, terkait wak-
tu istirahat, disebutkan bahwa
karyawan memiliki hak untuk
mendapatkan istirahat antara
jam kerja minimal setangah jam
setelah bekerja selama empat
jam.

Dengan mengetahui hak
setiap pihak, tentu bisa menen-
tukan langkah strategis dan pe-
ngambilan keputusan yang me-
libatkan perusahaan dan kar-
vawan di dalamnya. Seperti
misalnya dalam pengaturan
pemberian hak cuti dan libur,
bisa merundingkan serta men-
diskusikan hak karyawan ber-
kenaan dengan cuti dan libur

(#)




